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TANDA TANDA ZAMAN

memaksakan kesatuan budava secara politis dalam
NKRI, sebah kesatuan politis tidak berarti menyatukan
kekhususan budava-budaya daerah.

Dalam arti inilah hrinneka tunggal ika merupakan
semboyan yang pas dalam mengungkapkan arti ke-
satuan. Faktor penting vang disebut KHD dalam mem-
pertahankan identitas atau kekhususan budaya adalah
kepribadian (persoonlijtheid), yang berlawanan dengan
maksud imperialisme yang mau memaksakan budaya
asing ke budaya asli (KHD, 1904: 91-92). Etos semacam
inilah yang kiranya berlaku dalam rangka hubungan
antarbudaya di Indonesia, Dalam pengertian ini, slogan
“NKRI harga mati” harus hati-hati disampaikan dan
diterangkan, sebab maksud mungkin melawan
imperialisme asing letapi praktiknya bisa saja justru
melakukan imperialisme terhadap sesama budaya dae-
rah. Politik hanyalah satu bagian dari budaya, bukan
sebaliknya.

Pembentukan - atau mungkin lebih tepat perkem-
bangan — budaya Indonesia vang kontinu- konvergen-
konsentris berperan besar dalam pengembangan
identitas nasional yang sering menjadi persoalan,
khususnva dalam menyongsong perayaan 100 tahun
kemerdekaan Indonesia nanti; bagaimana identitas
nasional harus dirumuskan.

*kE

Dua tahun yang lalu Konsorsium Psikokultural
Indonesia (KPI) menerbitkan hasil penelitian mengenai
identitas keindonesiaan generasi muda dari berbagai
etnis dan agama; tepatnya etnis Batak, Tionghoa,
Jawa, Bali, dan generasi muda Muhammadiyah. Pe-
nelitian dari berbagai literatur dan khususnya wa-
wancara dengan kaum muda ini diberi judul Aku ini
Orang Indonesia, Persilangan Generasi, Budaya, dan
Fra Zaman (2022), disunting dan diberi pengantar
oleh Nani Nurrachman. Maksud penelitian adalah
mencoba menjajaki konstruksi identitas orang mu-
da Indonesia dari sudul pandang psikologi sosial.
Dari hasil wawancara dapat dirasakan bagaimana
penghayatan anak-anak muda menyangkut identitas
bangsa. Dalam refleksi akhir sebagai penutup dari
laporan penelitian, Nurrachman mengemukakan
empat pokok pikiran yang muncul sebagai berikut.

Pertama, Indonesia adalah civic nation, bukan ethnic
nation, vang menghasilkan civic identity, yakni warga
negara yang memiliki hak dan kesempatan sama untuk
mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan.
Kedua, hubungan antara identitas nasional dan lokal
merupakan dua macam identitas kolektif vang berbeda
dan tidak perlu dipertentangkan. Ketiga, reproduksi
identitas nasional terjadi melalui hal-hal yang rutin
dan hanal, dan keempal untuk mengatasi tantangan
partikularisme yvang beragam perlu menciptakan
ruang-ruang identitas bersama (Nani Nurrachman
[ed.], 2022: 222-3).

Dari penelitian memang lidak diharapkan ru-
musan mengenai identitas keindonesiaan, tetapi
suatu gambaran mengenai “proses konstruksi ba-
ngunan sosial psikologis”™ anak-anak muda untuk
menjadi manusia Indonesia. Proses ini mengalir
dan terus akan berubah, khususnya dalam dinamika
ketegangan kultural antara pembentukan identitas
lokal dan nasional. Dengan kata lain, merujuk ru-
musan Nurrachman: “identitas kebhangsaan bukanlah
identitas vang secara pasil dilekatkan pada orang per
orang, atau kelompok, komunitas... Ini menandakan
bahwa Indonesia, dan menjadi Indonesia, tidak se-
lesai setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada
langgal 17 Agustus 1945 (Ibidem: 226). Dengan kata
lain, pemaksaan suatu identitas secara politis, melalui
penalaran-penataran misalnya, justru hisa mem-
bahayakan kesatuan Indonesia itu sendiri.

Dari jawaban anak-anak muda yang diwawancarai
itu, ketegangan antara budaya lokal yang masih kuat
dan memang masih tetap berkembang, dengan budaya
nasional vang mereka rasakan, sampai sekarang tetap
menjadi tantangan vang kuat. Soalnya, apakah orang-
orang yang mengaku diri Indonesia masih tetap setia
untuk mengikuti semboyan trikon dalam rangka
menerus-lanjutkan langkah-langkah pembentukan
identitas ini, tanpa lelah dan tanpa akhir. Dan terutama
juga, apakah pemerintah mampu mengembangkan
dialektika antara budava lokal dan nasional secara
kreatif sehingga pertemuan antarbudaya-lokal tidak
dicegah atau menjadi ajang persaingan dan perten-
tangan, melainkan sebagai kerja sama yang saling
menyuburkan. @
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Seperti udara yang dihirup tiap hari
tanpa kita sadari, korupsi di Indonesia
sudah semakin menjadi banal. Kita
hidup di era banalitas korupsi

(Harvatmoko, Etika Publik untuk Intcgritas Pejabat Publik dan Politisi,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (cetakan ke-2, 2013
{cetakan pertama zomn), hlm. xi).

i jalan raya, sudah lama kita kehilangan

adab. Semua dengan barbar berprinsip:

vang besar dan nekal (berani meno-

ngolkan dulu moncong mobilnya) yang

menang. Pejalan kaki dipaksa harus tahu
diri bahwa dia miskin, tidak punva motor atau mobil,
sehingga harus menyingkir (karena Kalau tidak, ia akan
diklakson).

Di mana peraturan lalu lintas? Peraturan ada, le-
tapi pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi.
Di Jalan Percetakan Negara ada lampu merah yang
tidak ditaati karena memang tidak ada gunanya. Kalan
ditaati, malah macet. Di dekat rumah sava, di sebuah
persimpangan empal, lampu merahnya dimatikan
karena membual macel. Tetapi di Jalan Sudirman,
peraturan ganjil genap sangat ditaati karena orang
takut dengan kamera elektronik vang tanpa ampun
akan memotret Anda kalau salah tanggal (meski isu
yang beredar, banyak mobil yang memakai plat palsu).
Peraturan lalu lintas memang ditegakkan, tetapi se-
bagian kecil saja. Umumnya, di jalanan yang berlaku
adalah hukum rimba.

Di jalan raya, orang hidup memakai instingnya. Per-
aluran lak banyak diikuti, misalnya rambu lalu lintas
dilarang parkir atau putar balik. Peraturan penting di
luar negeri: kalau Anda di persimpangan segitiga, di
mana Anda dalam posisi mau masuk ke jalanan vang
lurus, maka prioritas adalah bagi pengguna jalan vang
lurus. Anda harus menunggu sampai aman, baru boleh
masuk. Di Indonesia, hal ini bahkan tidak menjadi
peraturan sama sekali. Maka di jalan raya, hukumnya
sederhana: siapa menongolkan dulu moncongnya, dia
menang.

Mengapa polisi tidak menegakkan aturan di jalan
raya? Mengapa hanya sekali-sekali saja mereka mela-
kukan operasi?

Di ranah pelayanan publik di RT, RW, dan kelurahan
sempat bersih, letapi lak lama. Sekarang kembali lagi
kebiasaan lama meminta uang pelicin. Padahal para
pegawai di kelurahan atau hahkan kementerian adalah
orang-orang vang memiliki pendapatan tetap atau gaji.
Mengapa mereka masih korupsi?

Ada seorang teman yang berkeluh kesah tentang
rumitnya mengurus sural izin usaha. la sudah nvegok
H0-80 jula ke Pemda Kabupaten Semarang (Ungaran),
ke polisi, dan ke LSM, namun hasilnya nihil. lzin usa-
hanya tetap tidak keluar. Untung ada Omnibus Law. se-
hingga secara daring ia bisa mengurus surat izin, Meski
begitu, di lapangan ia tetap saja direcoki oleh preman,
pemda, LSM, dan polisi vang mengalakan iniitu. Teman
lain berkeluh kesah lentang sulitnya mengurus surat
kehilangan. Di kantor polisi, ia hanya dilempar ke sana
kemari, dan dijadikan mesin ATM oleh polisi.

Dilihat dari sisi pejabat pemerintah, ada kritik sa-
ngat keras tentang perilaku korup mereka. Padahal,
sekali lagi, mereka itu sudah mendapal gaji tetap bu-
lanan, Di kalangan politisi apalagi! Pada tahun politik,
menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024, kita
mendengar dan memaklumi bahwa: a) Biaya untuk
menjadi anggota DPRD atau DPR sekian miliar (https:/
www.merdeka.com/politik/fahri-hamzah-bocorkan-
ongkos-pemilu-caleg-dpr-butuh-rps-15-m-capres-
minimal-rps-t.html, bdk. https:/nasional.kompas.
com/read/z023/08/12/18470221/cak-imin-sebut-jadi-
anggota-dpr-dari-jakarta-butuh-rp-4o-miliar), biaya
untuk menjadi bupati atau gubernur sekian puluh
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miliar; b) Hukuman para koruptor disunat; dan ¢) Para
tokoh koruptor masih mendapatkan dukungan dan
apresiasi dari sebagian masyarakat. Kita menganggap
itu semua fenomena wajar, sama seperti kita sendiri
(harangkali) rela merogoh uang 750 ribu atau 8oo ribu
demi mendapatkan SIM C atau KTP lewal jalur cepal.
Kita tidak pernah merasa bersalah melakukan itu, kita
lidak pernah kepikiran bahwa menyuap pejabat publik
itu tindakan korupsi.

Dari sisi masyarakal, perilaku korup juga dianggap
biasa, Masyarakal jengkel, namun mereka membayvar
Jugauang-uang “amplopan” demi urusannya beres, Jadi,
perilaku korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan
atanr di partai politik tak bisa dilepaskan dari persetujuan
masyarakal vang menganggap itu semua sebagai hal
yang biasa, Problem di jalan raya bukan hanya masalah
polisi, tetapi juga perilaku masyarakat kita vang tidak
punya respek pada hukum dan lebih percaya pada
uang dan relasi daripada percava pada hukum untuk
menyelesaikan berbagai persoalan.

Lihat saja trotoar di jalanan di Jakarta, Yogyakarta,
alau Ambarawa, penuh pedagang. Bahkan, jalanan pun
dipakai masyarakal untuk memarkir mobil. Masyarakal
kita tidak ada yvang takut pada hukum atau Perda
vang melarang menggunakan ruang publik untuk ke-
pentingan pribadi seperti memarkiv motor, mobil, atau
gerobak jualan.

Bagaimana dengan pendidikan? Dengan susah
pavah, pendidikan masih berusaha berbicara lentang
integritas, meski contoh nyatanya sulit dilihat. Kita
lidak usah berbicara tentang korupsi (pengutipan
uang) di kampus (http://forkas.stis.ac.id/2023/03/
korupsi-membudaya-masyarakal-leperdayva.html),
Mari kita lihat soal plagiarisme vang parah terjadi di
kampus-kampus. Pada bulan Februari 2023, harian
Kompas memual selama tiga hari berturnt-turul
investigasi mengenai cara-cara menjadi profesor
dengan membuat im khusus, atau cara menjadi master
dan doklor secara gampangan dengan menyewa LHim
penulis. Plagiarisme sejak level 8D (vang saya alami
pada era Orde Baru) tak pernah diatasi, sehingga se-
karang di level terendah sampai tertinggi korupsi ma-
kin dianggap biasa di dunia akademis. Dari profesor,
doktor, master, sampai ke mahasiswa, semuanyva seolah
mengamini bahwa plagiarisme adalah sesuatu vang
bisa diterima.

Sava punya pengalaman riil. Ada seorang teman
vang haru saja dilantik menjadi profesor. Ia menelepon
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rekan kerjanya di kampus lain, lalu berbineang-hincang
tentang cara menerhitkan artikel internasional (vang
sekarang menjadi “bisnis™ di lingkungan dosen). la
mengatakan, “Gampang, Bapak nanti saya masukkan
sebagai penulis kedua dalam artikel vang akan muneul
bulan depan.” Dengan cara ini, si Bapak akan memiliki
penerbitan internasional meski dia tidak kerja apa-
apa. Mengapa Bapak ini man? Sederhana, karena Ba-
pak ini menjabat direktur pascasarjana vang sedang
merancang “Perjalanan studi banding mahasiswa 53
ke luar negeri”. la menawarkan pada koleganya tadi
untuk ikut menjadi pendamping studi banding. Jadi,
quid pro guo-nya jelas: menjadi pengarang di artikel
jurnal internasional berbayar balik ikul jalan-jalan ke
luar negeri. Praktik-praktik semacam ini dilaporkan
oleh Kompas pada bulan Februari lalu (bdk. https:
www.kompas.tv/pendidikan, 376073/ demi-gelar-guru-
besar-sejumlah-dosen-senior-dan-kampus-terlibat-
perjokian-karya-ilmiah?page=all).

Alasan utama praklik-praktik tidak jujur itu adalah
“demi insentif™, Dalam kasus di atas adalah “jalan-
jalan ke luar negeri”, dalam kasus lain, beberapa
mengharapkan mendapatkan “tunjangan gura besar”
vang lumayan banyak (https://www.kompas.id/baca/
opini/zozi/oza6/ingin-menjadi-profesor),

Tentu saja lidak semua lembaga pendidikan seperti
it Masih ada juga vang idealis dan berusaha bekerja
apa adanya. Masih banyak juga mahasiswayvang bekerja
dengan jujur untuk mendapatkan ijazah.

Bagaimana dengan agama, yang di Indonesia ini
digaungkan sebagai benteng melawan dosa? Di In-
donesia, savangnya, agama yang sangal merasuk ke
seluruh bidang kehidupan justru menampilkan wajah
koruptifnya yang paling absurd, misalnya membe-
narkan tindakan terorisme (membunuah orang lain),
membenarkan tindakan diskriminatil (pemaksaan
jilbab di sekolah negerisebagaimana dituturkan lbu Ari
Wijaya pada acara “Diskusi Penvusunan Rekomendasi
Penanganan Praktek dan Kebijakan Diskriminatil ten-
lang Pengaturan Busana™ vang diselenggarakan oleh
Komnas Perempuan pada 14 Agustus o2y di Jakarta,
soal ibadah dan rumah beribadah), membenarkan
poligami, dan penundukan pada perempuan. Dan
vang paling absurd, agama menjadi dagangan politik
untuk mendapatkan kekuasaan. Alih-alih mendukung
orang melawan mental antikorupsi, agama justru
menyuburkan praklik-praktik yvang membusukkan
integritas moral (Bdk. Erni, Muhamad Alim Ka'batul
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Asror, “Degradasi Moral di Kalangan Pemuka Agama®,
Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Volume
13 Number 2 Oktober zozz, hlm. 237-243/ E-1S5N: 2715~
1247 dan P-1SSN: 2087-84xx hitps:/jurnal.untan.ac.id/
index.php/]PSH/index.).

Tentu saja tidak semua ulama dan agama sepertiitu.
Namun, henar, banyak dari kita malah pesimis hahwa
agama akan membawa manusia Indonesia makin etis.
Mengapa? Karena agama di Indonesia sampai saal ini
masih belum berhasil menumpas korupsi. Pemahaman
agama secara transaksional justru membuat korupsi
makin sulit diatasi. Agama dipraktikkan secara tran-
saksional manakala orang berpikir “sekarang korupsi
gak pa pa, toh besok ada puasa dan hari korban, nanti
dosa-dosaku bisa dihapus dengan puasa dan korban™,
Ini mirip dengan praktik Gereja Abad Pertengahan vang
menawarkan surat pengampunan dosa vang ditebus
dengan jumlah vang tertentu.

Pengalaman di Prancis

Perilaku koruptil vang merembes di seluruh lini
kehidupan ini sangat kontras dengan apa yang saya
alami saal studi di Prancis. Negara sekuler dan cen-
derung antiagama ini justru relatif beradab. Di jalan
raya, pejalan kaki dihormati, pesepeda tidak pernah
diklakson oleh mobil. Pelayanan publik tidak pernah
minta uang sogokan. Pendidikan juga dijalankan
dengan jujur apa adanva. Di Prancis terkenal joke:
“Sekolah adalah tempat untuk menunjukkan hahwa
kamu bodoh.” Ini karena gurn di Prancis punya hobi
memberi nilai rendah kepada murid-muridnya. Pernah
pada awal tahun zooo-an ada seorang mahasiswa
fakultas hukum Sorbonne menyontek. Langsung hal
ini menjadi skandal nasional.

Untuk agama, Prancis sejak 1905 melarang pendi-
dikan agama di sekolah negeri. Meski tidak belajar
agama, anak-anak dilatih belajar menggunakan akal
krilis dan bersikap toleran satu sama lain, tidak boleh
rasis dan diskriminatif. Masyarakat di sana cenderung
teratur, beradab, dan memiliki kesepakatan bahwa hu-
kum harus ditegakkan oleh petugasnya dan dipatuhi
oleh masyarakatnya. Tidak boleh ada toko roti vang
herdekatan, tidak boleh ada tokoe rokok atau toko ko-
ran yang berdekatan. Semua diatur oleh pemerintah
daerah.

Peraturan di jalan raya juga ketat. Parkir sangat
mahal, dan setiap saat dikontrol oleh satpol kota. Ti-
lang elektronik ada di setiap lampu merah di ruas-ruas
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jalan tol. Denda atas pelanggaran lalu lintas mahal.
Pembatalan SIM juga diikuti dengan jeda waktu be-
herapa tahun tidak boleh memegang SIM. Saal jeda
selesal, untuk mendapatkan SIM lagi, ia diwajibkan
kursus ulang menyelir yang biayanya mahal sekali.

Saya tidak tahu bagaimana sekarang. Beberapa
teman vang baru pulang dari Jerman malah mengeluh
bahwa Deutsche Bahin (KAl-nya Jerman) sekarang
kacau. Kereta bisa terlambal berjam-jam. Sementara di
Indonesia, KAl adalah contoh perbaikan yang luar biasa
dalam sebuah perusahaan pelayanan publik.

Model Etika Publik

ir, Haryatmoko, pada tahun zon, menerhitkan
huku Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan
Politisi. Haryatmoko melihat masalah acakadulnya
lembaga pelayanan publik vang penuh korupsi.

“Penanganan korupsi di Indonesia telah me-
nusuk rasa keadilan karena hukuman ringan bagi
koruptor, bahkan impunitas (tiada sanksi hukum).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedikit me-
nyurutkan korupsi. Para koruptor tiarap, tetapi
begitu mengetahui pola kerja KPK, mereka mene-
mukan lubang-lubang baru untuk bangkil korupsi
lagi. Lebih menyedihkan, dalam korupsi Kartel-
Flite, situasi justru terbalik, KPK dipojokkan, bah-
kan dilumpuhkan.

Korupsi mengakibatkan pejabat mengabaikan
kepentingan publik dan lebih memperhatikan
kepentingan diri atau kelompoknya. Konflik ke-
pentingan ini melemahkan komitmen pejabat
publik pada nilai-nilai etika. Pelayanan publik
vang berkualitas, relevan dan responsif nyaris
tak ada gemanya. Padahal pertaruhan kebijakan
publik adalah memenuhi kebutuhan publik dan
membangun institusi-institusi yang lebih adil.
Lemahnya komitmen ini menggerogoli integritas
publik para pejabat dan politisi.” (Haryatmoko, Etika
Publik, hlm. ix).

Prof, Dr. Franz Magnis-Suseno (Sekolah Tinggi
Filsafat Driyarkara, Jakarta) meresensi buku ini di
https:/journal driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/
article/view/106. Tulisnya, “Buku Haryatmoko - dosen
tetap di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang
juga mengajar di pelbagai perguruan tinggi lain di
tanah air - ini menggabungkan dua hal yang jarang
kita temukan: kompetensi filosofis dan penguasaan
bidang penerapan yang bersangkutan. Etika publik
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adalah bagian etika vang menyangkut kewajiban dan
tanggung jawab dalam pelayanan publik, atau, dalam
rumusan Haryatmoko, ‘refleksi tentang standar/nor-
ma yvang menentukan baik/buruk, benar/salah peri-
laku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan
kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung
jawab pelayanan publik' Kekuatan buku ini adalah pe-
nulisnya bukan hanya ahli elika, melainkan juga ahli
tentang bidang publik. Bidang publik memuat apa
pun yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yvang
diwujudkan oleh aparal negara, dewan perwakilan
rakyal, dan pemerintah. Jelas sekali, kita amat berke-
pentingan agar seluruh unsur bidang publik luas itu
dijalankan secara elis, Itulah yang dilakukan Har-
yatmoko secara mengesankan dalam bukunya ini.”

Situasi kita hari-hari ini menegaskan analisis dalam
buku tersebut. Sejak zo19. KPK malah mati suri. Pada
tahun 2023, ditangkapnya orang-orang Katolik dan
Kristen seperti Johnny G. Plate (Menkominfo, kader
Nasdem, alumni PMKRI), Rafael Alun (pejabat per-
pajakan, lulisan SMA De Britto), dan Lukas Enembe
(Gubernur Papua, Kristen Protestan) membual kita
semakin sadar akan “banalitas korupsi® (Haryatmoko,
2011; Xi).

Menghadapi siluasi yang sudah parah namun
lumrah ini, Haryatmoko menganalisis hahwa masalah
inti korupsi di birokrasi dan organisasi politik ada
pada “sistem organisasinya”. Untuk menanganinya, ia
mengusulkan “pembangunan budava etika di dalam
organisasi” (Ibidem: ix).

Langkah pertama untuk membangun budaya etika
dalam organisasi adalah: (1) Sistem organisasi harus
mengintegrasikan etika publik (vang ditekankan di
sini adalah soal modalitas etika - menjembatani norma
dan keadaan fakinal, bukan sekadar anjuran saleh)
dalam pelavanannya untuk publik, dan bila ini terjadi,
diharapkan (2) Terbangun integritas publik dalam diri
politisi dan pejabat publik.

Pejabat dan politisi vang berintegritas merujuk pada
seseorang dengan:

“Kualitas pribadi yang jujur. penuh komitmen,
dan bisa dipercaya. (...} (memiliki) kemampuan me-
mecahkan dilema-dilema moral dan tecermin da-
lam kesederhanaan hidup. Kualitas itu merupakan
habitus yang diperoleh melalui pelatihan, pem-
biasaan. dan lingkungan, atau berkat infrastruktur
etika (artinya ‘budaya etika vang unsur pokoknya
adalah akuntabilitas’)" (Ihidem: xi-xii).
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Harvatmoko percaya bahwa lewal pintu masuk
sistem organisasi, individu akan terbantu membangun
dirinya menjadi orang-orang yang jujur. berkomitmen,
bisa dipercaya, dan sederhana. Lewal pembangunan
budaya etika di organisasi, kita akan mendapatkan
pejabat dan politisi yang berintegritas.

Bagaimana memunculkan budaya etika? Haryat-
moko menekankan pentingnya akuntabilitas, vaitu:
“(i) peran aktf cizil society dalam pengawasan, (ii)
pembaharuan sistem manajemen dengan menerapkan
E-Governance, (iii) diterapkan prinsip subsidiaritas, dan
(iv) Good governance dengan fokus pada infrastrukiur
akuntabilitas.” (Ibidem: xiii)

Dalam angan-angan saya, usulan-usulan Haryat-
maoko ini sebenarnya sudah diterapkan saal era
pemerintahan Jokowi dan Ahok di DKI (z012-206).
Pada saat itu, semua rapal di DPRD dan rapat dinas-
dinas yang dihadiri oleh Gubernur bisa diakses se-
cara daring oleh masyarakat, Anda bisa melihatnya
misalnya di YouTube dengan mengetik “rapat dinas
DKI 2013", Bahkan, debal dan diskusi tentang anggaran
daerah pun hisa diikuti. Kita semua, bila mau, bisa
ikul mendengarkan apa yang terjadi di ruang-ruang
vang biasanva tertutup dan serba misterius. Ahok
menerapkan electronic governance: pemantauan pe-
kerjnan Pasukan Oranye, juga Pasukan Biru, Kuning,
dan seterusnya, secara langsung lewal aplikasi. COTV
dipasang di mana-mana, dan sistem pelaporan ma-
syarakal langsung ke Pemda DKI dilakukan lewal
aplikasi. Saat kita melapor lewat aplikasi misalnya,
ada pohon di dekal rumah vang sudah mengganggu
tetangga dan meminta supava ditebang, maka esok
harinya, Pasukan Hijau datang membereskan pohon
tersebul.

Tetapi, untuk pendekatan Etika Publik seperti itu,
saya bertanya: sebenarnya, model pemerintahan yang
akuntabel seperti itu muncul dari “sistem organisasi”
atau dari Ahok-nya sendiri? Jawaban paling aman
tentu “dua-duanya; va sistem, ya individu”. Namun,
dalam kasus DKI, saya cenderung melihat bahwa
Ahok-lah vang menciptakan sistem serba transparan
itu. Seandainyva saat Ahok berkuasa tidak ada alat-alat
elektronik vang sekarang kita miliki, seperti kamera
vang murah, platform yang gralis, akses internet
dengan lebar pita yang mencukupi, Ahok va tetap
pemimpin yang transparan dan akuntabel. Mungkin
laporan-laporan masih berbentuk kertas, tetapi war-
tawan bisa memintanya tiap saal. Gaya hidup dan
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perilaku Ahok, meski tidak dipantaun kamera, akan
letap apa adanya. Jadi, lepas dari *sislem organisasinva
seperti apa’, seorang pemimpin yang jujur akan men-
ciptakan sistem vang lransparan dan akuntabel dengan
sarana apa pun.

Sava cenderung yvakin pada pendekatan individu,
hukan organisasi, karena begitu Ahok selesai menjabat
dan DKL dipimpin oleh Anies, maka semua sislem
elektronik dimalikan. Electronic Road Pricing (ERP)
vang sudah disiapkan oleh Ahok untuk mengendalikan
jumlah mobil di Jakarta langsung dibuang oleh Anies.
Balai kota DKIkembali menjadi tempat vang misterins,
Kalau zaman Ahok, selama waktu kerja pukul o7.00-
09,00 siapa pun bisa datang menemui Gubernur untuk
segala keperluan, maka begitu Anies berkuasa, balai
kota tertutup buat rakyal kecil. Dengan demikian, bila
berkaca pada pengalaman di DKL, sepertinya di In-
donesia analisis “individu” terasa lebih dekal dan riil.

Kita tengok model e-governance di lingkungan
kampus dan dikti vang kita alami. Soal artikel inter-
nasional (terdaftar misalnya dalam Scopus) sudah
diberitakan oleh Kompas. Terserah sistem akuntabililas
dan transpransinya secanggih apa pun, manusia (in-
dividu) di Indonesia ini cenderung mengakalinya, De-
mikian pula dengan laporan kinerja dosen (LKD) atau
heban kerja dosen (BKD) vang tiap semester harus diisi.
Apakah sebuah artikel tergolong jurnal nasional tak
lerakreditasi atau terakreditasi, sehagai asesor BKD,
sava lentu gampang menilainya. Masalahnya, benarkah
artikel di jurnal nasional terakreditasi otomatis “lebih
bermulu” daripada vang lidak terakreditasi? Wallahua-
lam. Tidak ada jaminan,

Sistem poin atau nilai angka untuk BKD juga ah-
surd. Menulis artikel di Kompas nilainya hanya o,375.
Demikian juga artikel zo halaman di majalah Basis,
nilainya hanya 0,375 semenlara untuk angka kreditnya
hanya dihargai 1. Tetapi, artikel di jurnal nasional ter-
akreditasi nilainya tinggi sekali, untuk BKD 3 dan untuk
angka Kreditnya hisa 25,

Padahal, kalau kita tahu susahnyva menulis di
Kompas atau di Basis, dan kalau Kita lihat kualitas ar-
tikel-artikel di jurnal nasional terakreditasi, dengan
gamblang kita bisa mengatakan bahwa vang pertama
pasti lebih bermutu.

Sistem-sistem yang menjamin akuntabilitas dan
Lransparansi lentu baik-baik saja. namun sistem-
sistern itu selalu bisa diakali, Dan repotnya, i Indonesia
vang mengakali selalu lebih banvak. Mode! budava etika

di organisasi vang ditawarkan Harvatmoko tentu hagus.
Namun pertanvaannya: Benarkah model itu pasti
“menghasilkan orang berintegritas™? Jawabannya hisa
iva, hisa tidak. Tetapi sebaliknya, bila ada orang yvang
berinlegritas, maka dengan sendirinya “model-or-
ganisasi yang akuntabel” pasti akan herjalan.

Maodel etika Eudaimonia vang individual
Mengikuti kajian etika klasik, misalova dari Platon,
saya cenderung yvakin bahwa pengolahan karakter
pribadi adalah vang paling penting. Untuk mencapai
hidup yang fully alive (bahagia, endaimonistic), manusia
mesti mengolah dirinya (jiwanya). Platon hidup pa-
da era demokrasi vang membusukkan masvarakal
akibal dominasi uang. Maka, cara untuk mengatasi
pembusukan (korupsi) masvarakat yvang korup adalah
dengan membentuk figur filsul raja, vaitu individu atan
sekelompok orang vang dididik dengan cara lertentu
agar bisa menundukkan hasrat akan vang, Sebagai
catatan penting, meski Platon mengusulkan rezim
filsuf raja sebagai sebuah rexzim ideal. Platon sendiri
sadar bahwa sehagus-bagusnya rezim politik, ia akan
tunduk pada siklus pembusukan. Maka di buku VIl
The Republic, Plalon mengatakan bahwa vezim filsul
raja akan membusuk menjadi timokrasi, lalu oligarki,
demokrasi, anarki, dan akhirnya tirani. Maka, usulan
Lentang pentingnya membentuk *karakter individo™ ini
harus sejak awal disadari sehagai usulan vang sifatnya
Lidak mutlak, tidak kekal, seolah-olah sekali terbentuk
lalu semua masalah hilang. Sama sekali tidak.
Menurul Platon, ada satu dorongan besar yang
menjadi pusat energi manusia: eros alau hasrat untuk
hidup. Manifestasi eros tersebut tampak dalam apavang
disebut tiga *bagian jiwa™ (lihal Tabel Tiga Bagian Jiwa):
1. Hasrat untuk hidup pada level basic, vaitu makan,
minum, seks, vang ketiganya bisa dirangkum da-
lam hasrat akan uang, dinamai epithumia. Dengan
epithumia manusia hisa mengekalkan dirinya
vaitu hidupnyva berlanjut, juga bisa memperoleh
keturunan;
Hasral hidup untuk mendapatkan pengakuan
sosial tampak dalam thmos. Ambisi utama para
pahlawan homerik adalah mengekalkan divinya
lewat tindakan-lindakan heroik di medan tempur;
dan
3. Hasral hidup keliga berkaitan dengan pencarian
kekekalan lewal ilnw, llsalal, seplia. Secara ring-
kas, tiga “hagian jiwa™ dengan tiga tipe manusia
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serta tiga tipe rezim politik vang mengikutinya
hisa diskemakan seperti di hawah ini.

Dalam visinvavang hierarkis, Platon melihat halwa
kodrat Liap orang berbeda. Pertama, adavang kodratnyva
epithumia, terobsesi dengan hasrat makan, minum. dan
seks, atan nang, Orang seperti ini akan bahagia kalau
mendapatkan vang. Semua hidupnya diukur dengan
uang. Dalam dirinya sendiri, hal ini tidak buruk. Kodrat
ini bisa optimal kalan memiliki keutamaan keugaharian
(sophrosune, modestia, moderation, self-control). Para
pedagang vang kava, namun murah hati dan tidak se-
rakah serta laal pada pemerintah adalah figur ideal
Philokhrematos. Namun, kodrat ini dapat memburuk
hila tak mampu mengontrol dirinya. Baginya, uang
adalah segalanva. 1a lalu membeli “harga diri” seperti
gelar akademik dan gelar keraton. Lehih parah lagi,
kalau serakah ia akan *membeli kekuasaan®, Di sini,
kita masuk dalam rezim oligarki dan demokrasi di
mana hasrat akan vang vang tak terkendali mengatur
pemerintahan. Situasi akan menjadi kacau, anarkis, dan
memunculkan kerinduan akan “tangan besi” (liran).

Kedua, ada pula orang vang kodratnya hesar di
Hhumos, rasa bangga divi, Dalam dirinva sendiri, ini
tidak buruk. Kita membutuhkan orang-orang vang
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dengan bangga meyakini *NKRI Harga Mati™ supaya
negara tetap utuh. Kita butuh atlet-atlet sepak bola
vang mengharumkan nama bangsa di muka dunia.
Kodrat ini, bila baik, artinya memiliki keutamaan
kontrol-diri dan keberanian, akan menjaga keutuhan
negara dan membuat negara termasyhur, Namun, bila
orang ber-thumos besar ini tidak terdidik dengan baik,
ia akan serakah: menggunakan nama besarnyva wntuk
mencari wang, dan menggunakan kekuatan tekadnyva
wnduk menguasai negara, Rezim vang muncul adalah
rezim timokrasi, di mana atas nama “harga diri dan
kebanggaan diri” semua dianggap tidak penting. Ketika
lentara menguasai pemerintahan, maka pola pikiv
seluruh rakyat dibuat seperti serdadu di tangsi militer.
Kalau rezim demokrasi dan oligarki menggunakan
“uang” untuk menaklukkan segalanya, maka rezim ti-
mokrasi menggunakan “rasa takul kematian™ sebagai
cara menguasai rakyal,

Ketiga, Platon herhicara tentang natural philosopher,
orang-orang vang sejak lahirnya berbakal besar pada
sophia (kebijaksanaan), Bila dididik dengan henar,
mendapatkan kurikulum pendidikan prarasional de-
ngan baik lewat musik dan gimnastik, serta kurikolum
pendidikan rasional dengan baik seperti aritmetika,
geomelri, astronomi, dan dialektika, orang yang

Tabel Tiga Bagian Jiwa

{apiril courage dada) vang disposisi karakternya
Lerobsesi pada harga dird,

dirvi}: tentara

Bagian Jiwa dan Figur Manusia Keutamaan yang Rezim Politik
Letaknya Diharapkan
Epithumia Philokhrematos = Orang Kengaharian (pengendalian | Demokrasi
lappetite desive perul vang disposisi karakterny: diri, mawas diri, Lahu diri) Oligarki
ke hawah) terobsesi pada uang (makan,
minum, seks); petani,
pedagang, perajin
Thumos Thynios Philotimos. Philonikos (orang Keugaharian + keberanian Timokrasi

kemenangan dan kebanggaan

Logistikon Philosophos (orang yang
(reason/rasio/kepala) dispe karaklernya
Lerobsesi pada

kebijaksanaan):
filsuf raja

Keugaharian + Keberanian +
Kebijaksanaan

(Aristokrasi)
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herkodral filsul bisa memiliki keugaharian, keberanian,
dan kebijaksanaan. Namun sebaliknya, bila manusia
berkodrat filsuf ini salah didik. ia akan menjadi soffs.
Musuh abadi Platon ini adalah orang-orang berilmu,
pandai, tetapi jauh dari kebijaksanaan. Ia memang pin-
Lar, tetapi savangnya pintar untuk minteri/mengakali
demi vang atau harga divi. Dalam rezim demokrasi,
kaum solis merajalela, Mereka menjual ilmu ke siapa
saja vang bisa membayar dan atas nama kebebasan
herpendapat. Sesuatu yang tampaknya demokralis
dan populis karena mengajari siapa pun berdebat,
padahal ia sedang menggerogoli demokrasi karena
sejatinya ia hanya mengabdi pada siapa pun vang man-
pu membavarnya. Wajar, bagi Platon, demokrasi vang
diliuni kaum sofis akhirnya membawa demokrasi ke
anarki dan kerinduan akan tiran.

Dengan analisis tenlang ragam kodral manusia,
Platon mengusulkan paideia, yailu pendidikan dalam
arti pembudayvaan, penuliaran nilai-nilai adab ke ge-
nerasi muda, la sendivi meninggalkan dunia politik,
dan mendivikan Akademin di Althena.

Namun Platon juga menghadapi pertanyaan su-
lil: bagaimana bisa memunculkan individu seperti
filsuf raja bila masyarakal yang ada dan sistem yang
berjalan sudah busuk? Kita ambil contoh sederhana;
nana mendidil anak-anak Indonesia beradab
i jalan re

Sulil sekali. Bapak dan ibunya sering
alu lintas, masyarakal di jalanan vang i
lihat juga sering melanggar lalu lintas, polisi vang ia
lihal juga gampang disogok. Bila masyarakalnya se-
perti it, busuk, bagaimana memunculkan individu
berkentamaan? sulit sekali. Platon kadang hanya
mengatakan “bila saja keilahian berkehendak™ mungkin

melangga

adda perubahan, Kadang, Platon memberi ide vang mus-
Lahil: memisahkan anak-anak keeil dan dididik di luar
masyarakalnya.

Kembali ke awal

Maka, kita kembali ke pertanvaan awal. Bila solusi
Harvatmoko ternyata havas dibavengi dengan pen
dhidikan karakter pada level individu, solusi vang sava
Disiea dard Platon juga herhadapan dengan “sistem” yang
hegitu kual sehingga inisiatifindividual sekuat apa pun
akan dinetralkan oleh sistem yang mahakuasa.

Perbaikan etis untuk korupsi di Indonesia meng-
andaikan perbaikan organisasi dan perbaikan karakler
individual. Yang satu tentu lebih terbuka namun rumit/
kompleks carvanva, sementara vang lainnya lehih
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subjektil dan agak misterius karena diri manusia itu
begitu paradoksal, penuh misteri; manusia memang
“bebas” Letapi ia dikondisikan oleh sistem di sekitarnya.

Korupsi dalam sejarah

Di tengah lingkar-melingkar “telur dan ayam®,
mana yang lebih dulu telur/individu atau ayam/or-
ganisasi, sava membaca buku Peler Carey lentang ko-
rupsi dari sudul pandang sejarah dan sudul pandang
perbandingan antarnegara, Korupsi Dalam Silang
Sejarah Indonesia: Davi Daendels (1808-181) sampai
Era Reformasi (Peter Carey dan Suhardivoto Haryadi,
Komunilas Bambu, 2016). Selanjutnya judul buku ini
saya tuliskan singkatannya, K857

Peler Carey memberikan analisis vang Kita semua,
kurang lebih, tahu: korupsi di Indonesia memang
parah. dan pengatasan korupsi membutuhkan “revolusi
mental” vang kompleks karena. misalnya, dalam kasus
Inggris. proses perubahan mengandaikan adanya
perbaikan sistem serta pencangkokan nilai-nilai baro
seperl elika Protestan dan lilsalal wtilitaris. Namun,
hal baru yang menarik untuk saya utarakan disini, Pe-
Ler Carey menegaskan bahwa perbaikan suatu negara
datam mengatasi korupsi hanyva bisa lecjadi bila ada
faklor paksaan.

Di mana sense of crisis kita?

Peler Carey memulai analisis dalam bukunya ini
dengan menyalakan: “Sense of erisis levhadap ba-
hava korupsi belum dapal terlihal dari berbagai
kebijakan pemerintah maupun sikap masvarakat”
(*Rata Pengantar® oleh Rimawan Pradiptyo. him. xi).
Apa artinga sense of crisis? “Sense of crisiy inl meng-
indikasikan apabila mercka tidak melakukan penang-
gulangan Korupsi, keberlangsungan negava meveka
menfadi bermasalal™ (Ihidem: xiii).

LSS memberi analisis menarik untuk menelaah
fenomena korupsi di Indonesia vang sejak buku ini
Lerhil (Desember 2o16) sampai sekavang Lidak meng-
alami perubalwan.

“Menarik untuk dicermati bahwa praktik-prak-
lik korupsi di Hindia Belanda pada zaman VOU
alaupun di Inggris abad ke-18 (1660-1830) tidak
jauh berbeda dengan praklik korupsi di Indonesia
kontemporer. Sislem penggajian pegawai negeri
dengan penerimaan gaji kecil dan tidak manusiawi,
Lapi para pegawai negeri dibe
lambahan pendapatan sebagai pelaksana provek

rikan hak menerima
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pemerintah, seperti yang terjadi di Inggris abad ke-
18 dan Indonesia sejak Orde Baru. Suatu sistem yang
lazim bagi pegawai negeri vang menerima bingkisan
atau fee dari klien, meskipun jasa yang dilakukan
PNS tersebut adalah tugas pokok fungsinya. Salah
satu ekses dari sistem penggajian yang tidak rasio-
nal tersebut adalah praktik pungutan liar (pungli)
vang terjadi di jalan-jalan maupun di masyarakal®
(Ibidem: xiii).

Menurut Peter Carey, korupsi di Indonesia bersifat
struktural, artinya, ia muncul “akibat peraturan yang
justru mendorong seseorang untuk melakukan tin-
dakan korupsi®, contohnya sistem insentif di sektor
publik di mana gaji tidak sama dengan penghasilan take
home pay. Sistem ini memunculkan model kompleks
ragam lunjangan, uang perjalanan, dan uang rapal.
Konsekuensi lainnya adalah kebiasaan melakukan
mark up anggaran dalam ragam proyek vang ditangani
karena besarnya provek akan berbanding lurus dengan
penerimaan para pelaksana, ketua, dan penanggung
jawab proyek tersebut (Ibidem: xv).

Contoh lainnya adalah adanva aturan-aturan se-
perti indikator kinerja di kementerian dan lembaga
vang dilandaskan pada “penyerapan anggaran”
{putput), dan bukan pada dampak riil (outeome) sebuah
kegiatan, Semakin anggaran APBN atau APBD banyak
diserap, maka semakin bagus kinerjanya! Ini vang me-
munculkan fenomena ajaib di Jakarta, yaitu: di satu
sisi, pada era Ahok, anggaran sering tidak terserap,
tetapi hasil pembangunan fisik terlihat di mana-ma-
na, misalnya kali Ciliwung dirapikan, 14 underpass
dan flyover terbangun, lingkar susun Semanggi vang
fenomenal, sehingga Ahok selalu bermasalah dengan
BPK; di sisi lain, pada era Anies, anggaran sebanyak 8o
triliun per tahun (kali 5 tahun = 400 triliun) terserap
dengan cepat, namun kita tidak melihat hasil apa-apa,
kecuali jalan raya yang dicat untuk jalur sepeda dan
bongkar susun trotoar. Nah, anehnya, BPK malah tutup
mata atas berbagai “kelebihan bayar” yang terjadi pada
era Anies.

Aturan lain yang aneh dan turut mendorong peri-
laku korupsi struktural adalah sistem di mana PNS
tidak bisa dipecat. Sekali orang diterima menjadi PNS,
maka ia mendapat gaji dan pensiun seumur hidup,
bahkan setelah ia mati pun, istri/suami masih menda-
pal tunjangan, Tak heran proses rekrutmen PNS dan
anggota TNI serta Polri saral dengan uang kulipan,

karena iming-imingnya memang luar biasa, vaitu digaji
negara seumur hidup, tanpa risiko apa-apa.
Hal lain vang membualt korupsi bersifat struktural
adalah karena adanya Lliga sistem remunerasi yang
berbeda vang berjalan bersamaan di kalangan pegawai
negeri di Indonesia:
1. Sistem penggajian vang sudah ada sejak Orde
Baru dan diteruskan pada era Reformasi,

2. Sistem single salary sehagaimana diterapkan
di KPK, BI, OJK, dan BRR di Aceh saat terjadi
tsunami, dan

3. Sistem penggajian di departemen keuangan

vang diinisiasi Sri Mulvani (z005-2010) (hdk.
Ibidem: xvi).

Di luar PNS, kelompok swasta memiliki sistem re-
munerasi yang sangat bervariatif, Meskipun ada aturan
UMR di tiap provinsi, perusahaan swasta tidak selalu
mengikutinya.

Model penggajian PNS vang berbeda-beda, di-
tambah ego sektoral tiap lembaga dan kementerian,
membuat koordinasi pekerjaan pelayanan publik sulit.
Saat koordinasi menyangkut sebuah proyek, maka ada
pihak yvang ingin supava provek di-mark-up supaya
oulprl (penyerapan) bagus, dan dengan demikian ada
“tambahan cipratan”, semenlara pihak lainnya maunya
bekerja lurus-lurus saja mengejar outcome (dampak)
karena merasa sudah cukup dengan gaji yang ada.

Hal struktural lainnya lagi vang memperparah ko-
rupsi adalah otonomi daerah vang kebablasan (Ibidem:
xix). Akibat kebijakan otonomi daerah, dinas-dinas di
provinsi dan daerah terputus dari kementerian terkait
di pusat. Akhirnya, jargon “koordinasi dengan pusat”
hanya menjadi pemanis hibir karena de facto dinas-
dinas hanya mengabdi pada penguasa daerah.

Kesamaan dengan era Diponegoro dan Inggris
pada abad ke-18

Menurut analisis Peter Carey, pola-pola struktural
seperti di atas bukan hal baru, Kita bisa menemukannya
pada era-era sebelum Indonesia merdeka.

Era Daendels dan Diponegoro

Marsekal Herman Willem Daendels ditunjuk men-
jadi Gubernur Jenderal di Jawa (1868 -1811) oleh Raja
Louis dari Belanda untuk mereformasi pemerintahan
bekas VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie,
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1602-1799) vang korup (Ibidem: 1). Dengan melakukan
sentralisasi kekuasaan, Daendels mulai memerangi
korupsi yang sebelumnya merajalela sebagaimana
laporan berikut ini.

“Para pejabal bawahnya lebih banyak hidup
berkat sumber pendapatan gelap. Ini berdampak
besar terhadap pembentukan birokrasi vang
terpusat pada Gubernur Pantai Timur Laut Jawa,
Dengan mudah para pejabat rendahan melakukan
suap kepada pejabat yang lebih tinggi” (Ibidem: 2).

Peter Carey menunjukkan gambar Pangeran Dipo-
negoro yang marah dan menampar Patih Yogya vang
korup, Danurejo IV (menjabat 1813-1847), dengan selop.
Diponegoro marah karena soal penyewaan tanah kera-
jaan kepada orang Eropa pada masa sebelum perang
Jawa (1825-1830). Menurut Peter Carey, “pada zaman
Diponegoro, masalah korupsi menjadi suatu pemicu
utama Perang Jawa meskipun sama sekali tidak dibahas
di buku pelajaran sekolah di Indonesia saat ini” (Ihidem:
Nxix).

“Arus uang yang melimpah ruah dengan datangnya
para penyewa tanah dari Eropa setelah Agustus 1816 di
Pulau Jawa, waktu koloni Hindia Timur dikembalikan
Inggris kepada Belanda, membuka jalan bagi para pe-
jabat pribumi korup seperti Danurejo IV di Yogya untuk
cepat memperkaya diri dengan cara yang dilukiskan
sejarawan pribumi pertama dari Perang Jawa, Raden
Adipati Joyodiningrat (...)" (Ibidem: xxxi)

Peter Carey menggambarkan situasi Jawa pasca
Agustus 1816 mirip dengan “booming minvak” pada
era Soeharto (Desember 1973). Saat harga minyak naik
tiga kali lipat, praktik penvelewengan kontrak, mark
up proyek, dan penjarahan gila-gilaan pun langsung
terjadi, Cara Patih Danurejo korupsi mirip dengan era
Orde Baru, dan cara kerjanya bisa disejajarkan dengan
AKil Mochtar (ketua MK yang korup) pada era Reformasi.
Raden Adipati Jovodiningrat menggambarkan korupsi
Danurejo IV sebagai berikut:

“Agar perkara selesai, segalanva lergantung
kehendak Raden Adipati Danurejo IV, Barangsiapa
vang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak
berupauang atau barang atau khususnya perempuan
cantik, dialah yang akan dibuat menang, Jika pihak
vang kalah menolak menerima (vonis/putusan),
maka perkara vang lebih berat akan ditimpakan
pada mereka atau akan difitnah bahwa orang itu
memelihara perampok (dan) saksi-saksi vang mahir
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merekayasa bukti akan dipanggil. Pada akhirnya
pihak yang telah (lebih dulu) menolak (vonis/pu-
tusan) akan dihukum atan diwajibkan membayar
denda” (Ibidem: xxxii)

Secara umum, lewat kajiannya, Peter Carey me-
nunjukkan bahwa perilaku korup sudah panjang
sejarahnya di tempat kita: sejak era VOO sampai era
pasca-Daendels.

“Pola-pola korupsi dengan dimensi internasional
vang terus bertahan tampaknya memang bisa
ditelusuri sejak masa kolonial. Prototipenya mung-
kin bisa dilihat pada kawin campur rezim korup
patrimonial pribumi dengan maskapai dagang ko-
lonial VOC selama abad ke-17 dan ke-18 yang terus
berlanjut dalam praktek korup hirokrasi kolonial
secara lebih massif dengan kendali utama Binnen-
lands Bestuur (administrasi dalam negeri Hindia
Belanda) dalam bentuk perampokan sumber daya
alam dari negeri jajahan untuk pasar internasional
pada era Tanam Paksa atau Cultuurstelsel (1830-1870)
(...) Inilah mata rantai vang harus disambungkan
kembali ketika kita harus melihat akar-akar global
korupsi Indonesia sejak Orde Baru, bahkan masa
sebelumnya.” (Ibidem: 89-90)

Perbandingan dengan Inggris

Setelah memperlihatkan aspek sejarah korupsi di
Hindia Belanda, Peter Carey menawarkan studi kom-
parasi dengan Inggris. Ia berbagi pengalaman tentang
negaranya, Inggris. la mengatakan bahwa “abad ke-18
yang panjang (the long eighteenth century, 1660-1830)"
adalah era yang korup.

“Pada abad ke-18 yang panjang itu, Inggris adalah
negara dengan sistem pemilihan kandidat Majelis
Rendah di sekitar perkotaan atau kota kecil vang busuk.
Kursi-kursi parlemen dengan jumlah populasi sangat
kecil membuat pemilih disuap gila-gilaan oleh para
tuan tanah. Karena lidak ada pemungutan suara secara
rahasia di Inggris hingga tahun 1872, para tuan tanah
(...} bisa mengusir warga vang tidak memilih kandidat
vang mereka dukung. (...) Patronase semacam ini
melibatkan raja vang dapat menjamin dukungan politik
di parlemen dengan menggunakan ‘orang titipan’ atau
‘placemen’, yaitu orang-orang vang ditunjuk kerajaan
serta memegang jabatan-jabatan sipil dan militer
vang secara konsisten mendukung kepentingan raja
di Majelis Rendah.
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Penunjukan pada pos-pos yang menguntungkan
seperti juru bayar dari Angkatan Bersenjata Inggris
hampir pasti akan menjamin pemegang jabatan dengan
keberuntungan seumur hidup. Svaratnya tentu saja
bila semua vang belanja dan penggajian militer yang
ditetapkan oleh Parlemen mengalir melalui tangan-
tangannya” (Ihidem: 51-53).

Faktor Paksaan

Bagaimana akhirnya Inggris bisalepas dari korupsi?
Analisis Peter Carey sederhana: “obat paling manjur
untuk memberantas korupsi adalah ketakutan alas
keadaan yang begitu mendesak. Seperti pedoman
Mahatma Gandhi, “Jarang orang menjadi baik hanya
demi kebaikan, mereka menjadi baik karena keadaan
mengharuskan” (Ibidem: xxxiii).

Kalau Inggris akhirnya “bertobat™ dan mengubah
sistem tata kelola pemerintahan, itu karena mereka
dihantui oleh kehancuran sistem finansial dan ke-
kalahan militer (bdk. Ihidem: 74). Kekalahan Inggris di
Amerika dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat
tahun 1775-1783 diikuti dengan membengkaknya utang
Inggris menjadi 250 juta poundsterling (setara 7.5 triliun
dolar AS). Untuk menutup defisit, pemerintah Inggris
lalu menaikkan pajak bumi, sehingga situasi politik
menjadi kacau, Muncul ketegangan politik, sedemikian
runyam sehingga ada yang mengusulkan agar Britania
Raya diubah menjadi republik.

Dalam situasi bahaya seperti itu, elite Inggris mulai
sadar pada dampak buruk korupsi dan kejahatan
terhadap “kepentingan nasional”, yang sebenarnya
sudah lama mercka rasakan menjadi masalah, Mulai
muncul upaya-upaya untuk memangkas birokrasi,
menghemat hiaya pemerintahan, dan mereformasi
Parlemen (hdk. Ibidem; 72). Hal ini berlanjut dengan
reformasi Konslitusi secara keseluruhan dan pengha-
pusan Old Corruption (Ihidem: 73). Pemerintah Inggris
bahkan melakukan penegakan hukum vang ekstrem:
hukuman mati kepada kelompok elite (Ibidem: 79-80).

Pakar korupsi internasional, Mark Philp, berpen-
dapat bahwa korupsi di dunia Barat secara umum bisa
ditangani karena ada dua “cara berpikir” yang tertanam
dalam-dalam di benak orang-orang Barat:

1. Pengaruh gerakan injili, khususnya Kristen
Protestan, yang memperlakukan pelanggaran
aturan sebagai tanda kelemahan vang lebih
dalam. Artinya, bila orang melanggar per-
aturan, ia bukan hanya secara hukum salah,

lelapi ia adalah orang vang gagal menjaga ke-
murnian hatinva (Bdk. Ihidem: 63). Efeknya, ada
kesadaran untuk merefleksikan bahwa di balik
segala tindakan, ada vang namanya “kemurnian
motif™; dan

Pemikiran republikan dari tradisi Romawiyang
menganggap bahwa motif-motif kepentingan
diri bisa menjadi bahaya bagi keselamatan
hersama atau kepentingan publik (Bdk. Ihidem:
o).

[=

Dua hal itu membaharui masyarakat Inggris, dan
mampu membaharui institusi-institusi penting di
Inggris, seperti Angkatan Daral dan Universitas Cam-
bridge dan Oxford yang pada abad ke-18 dirundung
perkara korupsi yang parah.

Namun sekali lagi, “cara berpikir baru” itu baru
benar-benar efektif berjalan manakala ada paksaan-
paksaan, Tanpa itu, revolusi mental atau perubahan
cara berpikir tidak akan terjadi.

“Contoh dari Inggris selama abad ke-18 yvang
panjang itu menggarishawahi korupsi yang ter-
lembaga tidak bisa diberantas dengan tindakan
reformasi vang berdiri sendiri atau perubahan ke-
lembagaan vang bersifat satu demi satu tetapi oleh
sebuah perubahan ideologi dan politik mendasar
vang memicu suatu perasaan kolektif lebih kuat.
{...) Namun, suatu perubahan ideologi dan politik
mungkin tidak cukup sendiri untuk menghapus
atau menurunkan korupsi dalam kasus Indonesia™
(bdk. Ibidem: g7).

Buku £5S7berkesimpulan bahwa korupsi - dengan
segala dampaknya vang sangat merugikan - belum
ditanggapi dengan sense of crisis atau sense of urgency
yang seharusnya.

“Anomali perilaku para politisi, birokrat, dan
penegak hukum masih sering ditemui dalam hal
penanggulangan korupsi. Alih-alih memerangi
korupsi yang terjadi, seringkali terjadi gesekan
antara Lembaga penegak hukum terkait dengan
beberapa kasus korupsi” (Ihidem: xxv).

Padahal, soal korupsi harus dianggap penting bila
Kita tetap ingin hidup dalam kerangka demokrasi.
Mengapa? Karena korupsi berdampak langsung pada
prospek demokrasi serta menghilangkan kepercayaan
pada institusi-institusi politik. Korupsi mengabaikan
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penegakan hukum, artinya korupsi mendelegitimasi
salah satu ciri pokok rezim demokrasi, vaitu konstitusi.
Selama korupsi tidak dianggap masalah urgen, maka
lidak akan ada penanggulangan atasnya.

“Dalam buku ini (1(551) Pak Peter berpendapat
bahwa upaya penanggulangan korupsi di beberapa
negara Eropa lersebut tidak terlepas dari unsur
keterpaksaan, mengingal alternatif untuk tidak
melakukan pemberantasan korupsi adalah muncul-
nya bahaya vang tidak lerbayangkan. Fakta serupa
juga kita temukan pada kasus pemberantasan ko-
rupsi di Hongkong, Singapura, dan Korea Selatan”
(Thidem: xxv).

Epilog: pertanyaan soal parpol

Satu hal menarik lainnya dari kebangkitan Inggris
adalah peran swasta dalam menciptakan kultur anti-
korupsi. Masalahnya, di tempat kita, tampaknya definisi
korupsi hanya berlaku bagi mercka vang menjadi pe-
jabat publik (pegawai negeri). Pihak swasta bisa dikenai
pasal korupsi sejauh mereka berinteraksi dengan
pejabat publik, Namun, antara pihak-pihak swasta, ra-
sanya sulit menerapkan tuduhan korupsi (https:/www.
hukumonline.com/herita/a/korupsi-di-sektor-swasta-
vang-lupul-dari-perhatian-1tseofedbezazro/). Paling
banter, kalan ada dua pihak swasta yang berselisih,
pasal vang dikenakan adalah pasal KUIHP tentang pe-
nipuan alau penggelapan uang.

Sementara itu, soal korupsi swasta sudah diatur di
lnar negeri atau di perusahaan-perusahaan asing yang
bekerja di Indonesia. Perusahaan asing menerapkan
standar ketal, misalnya suap pada perusahaan swasta
Jain dilarang. Tetapi untuk swasta di Indonesia, rasanya
belum ada aturan.

Katm swasta di Indonesia bekerja mengikuti me-
kanisme internal. Jadi, kalau perusahaan mengalur
bahwa karyawannya dilarang meminla nang upeti,
maka bila ia melakukan, ia bisa dipecat. Tetapi, kalau
perusahaan tidak memiliki aturan seperti itu, dan
perusahaan tutup mata terhadap praktik-praktik se-
perti itu, maka ada suap-menyuap di situ.

Misalnyva saya mempunyai usaha swasta berupa
toko roli. Sava ingin menjadi penyuplai di hotel
atau kalering perusahaan swasta lain. Nah. karena
persaingan ketal, saya menawarkan diskon besar-
hesaran. Atau, untuk pesanan jumlah tertentu, saya
menawarkan bonus hadiah Iphone 16 Pro Max. Tentu
hal seperti ini banyak kita jumpai, dan dianggap tidak
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masalah. Praktik ini mirip dengan cara sopir bus wisata
membawa rombongan ke restoran-restoran tertentu
karena ia mendapatkan sesuatu dari restoran tersebut.
Apakah ini korupsi? Rasanya di Indonesia hal seperti
ini dianggap wajar, bukan korupsi.

Persoalan menjadi menarik kalau kita bertanya:
partai politik itu sebenarnya negeri atau swasta? Se-
pemahaman saya, partai politik adalah badan hukum
(https:/ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/
berita-utama/6876-partai-politik-sebagai-badan-
hukum-apahila-terdaftar-di-kemenkumham-ri-se-
suai-persyaratan-dan-kelentuan-peraturan-per-
undang-undangan), mirip dengan LSM atau ormas
yang biasanya lalu bernaung i bawah sebuah
lembaga. yavasan, atau perkumpulan (hitps://pro-
legal.id/mengenal-heragam-badan-hukum-di-
indonesi stext=Namun%zodilihat®zodari%zo
fungsinya%2(%zobadan, Koperasi®o2C%20Ya-
yasan“2C%zohingga®2zoPerkumpulan). Bila demikian,
parpol berperilaku seperti swasta.

Sejauh anggota parpol tidak menjadi pejabat pu-
blik, misalnyva menteri ataun komisaris BUMN, dan
sejauh anggota parpol lidak berinteraksi dengan
instansi publik, maka perilaku money politics, misalnya
kebiasaan memberi mahar kepada petinggi partai
untuk bisa menjadi caleg (hitps:/nasional.kompas.
com/read/2023/06/13/16411501 hantah-soal-mahar-rp-
33-miliar-nasdem-jika-ada-pasti-akan-kita-tindak)
memang Lidak bisa dijerat sehagai korupsi. Demikian
pula, “ongkos menjadi caleg” vang mencapai ratusan
juta bahkan miliaran (hitps://www.cnnindonesia.
com/longlorm/nasional/ 20190402/ laporanmendalam-
ongkos-mahal-politik-wakil-rakyat/index.html,
hitps:/jeo.kompas.com/buka-bukaan-hiaya-caleg-
demi-kursi-di-senayan, dan hitps:/mews.detik.com/
kolom/d-6176523/melongok-hiaya-nyvaleg-2024) hanya
akan dianggap sehagai “biaya investasi”. seperti kalau
saya membuka toko roti saya juga butuh modal awal.

Nah. bila pilar ulama demokrasi adalah parpol,
sementara perilaku parpol di Indonesia seperti pe-
rusahaan swasta yang tidak mengenal korupsi, maka
pekerjaan rumah kita melawan korupsi memang luar
hiasa besar. Selama 25 tahun Reformasi, parpol ada-
lah badan hukum vang menikmati semua manisnya
demokrasi. Parpol memiliki hak istimewa mengajukan
calon penguasa mulai tingkal kabupaten, provinsi,
hingga nasional. Memiliki kekuasaan artinya memiliki
wewenang legal. Wewenang lak lain adalah akses ke
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segala sumber daya manusia dan alam yang ada di ba-
wah pemerintahannya. Dalam bahasa yang sederhana,
kekuasaan memberi legalitas untuk mengeruk apa pun
vang bisa dimanfaatkan, baik untuk diri sendiri, atau,
seharusnya, untuk kepentingan umum.

Begitu besar kenikmatan yvang diberikan demokrasi
kepada parpol berupa hak prerogatif mengusulkan
penguasa vang berwenang mengeruk apa pun vang ia
mau, Namun, selama 25 tahun Reformasi ini, justro cara
kerja parpol sangat gamblang tidak demokratis. Parpol
kita bersifat feodalistis tanpa ampun dan korup tanpa
malu. Semua parpol sibuk *dagang sapi” bacopras-
bacapres setiap mendekati pemilu, Apa yang mereka
lakukan setelah pemilu selesai? Sunyi senyap. Kita tak
pernah mendengar kontribusi nyata para politisi parpol
di RT, RW, kelurahan, atau di bidang-bidang kehidupan
masyarakat vang seharusnva menjadi raison d'étre
parpol itu sendiri.

Jadi, bagaimana, apakah parpol dibuang saja? Tidak
hisa. Demokrasi hanya bisa hidup dengan parpol. Tidak
ada demokrasi tanpa parpol.

Atau, kita harus mulai berpikir bahwa parpol de-
ngan kriteria tertentu dijadikan negeri saja? Dengan
mendapatkan pembiayaan dari negara, misalnya dari
pajak, maka instansi pemerintah dan rakyat (swasta)
bisa mengontrol parpol dengan lebih efektif, Parpol
tidak bisalagi bekerja seperti toko roti yvang menaikkan
atan menurunkan harga seenak jidatnya, merekrut dan
memecal pegawai sekehendak hatinya dan mengumbar
diskon atau kick back semau perutnya. Parpol harus
dipaksa demokratis yang cirinva: a) tunduk pada aturan
vang ber-HAM, dan b) memiliki pergantian pimpinan
secara reguler supaya perilaku korup mereka bisa
ditangani.

Atau, kalau kita berkeberatan negara membiayai
parpol, bisa juga kita mengusulkan ada undang-undang
vang mengatur korupsi di kalangan swasta.

Namun, perbincangan tentang parpol ini, sekali
lagi, mengandaikan bahwa korupsi adalah sense of
crisiy kita. Sayangnya, kementerian sekretariat negara
sendiri mengatakan bahwa, menurut survei nasional,
soal korupsi hanva menjadi prioritas nomor dua di
hawah concern soal lapangan kerja(hitps:/www.setneg.
go.id/baca/index/gzo_dan_pemberantasan_korupsi).

Tawaran akhir

Sebagai semacam kesimpulan, kita bisa mengatakan
hahwa ada beberapa tawaran cara mengatasi korupsi.
Pertama, dengan pendekatan sistem (Etika Publik),
kedua melalui pendekatan individual (pendidikan
karakter), dan ketiga lewat pendekatan historis-prag-
matis yang menonjolkan faktor keterpaksaan. Korupsi
akan kita tangani kalau survival kita sebagai bangsa
terancam.

Tentu kita tidak harus menunggu adanya force
majeure, sehuah ancaman luar biasa besar, yang me-
maksa kita melawan korupsi. Saat ini pun kita bisa
melakukan piecemeal approach seperti menu a la carte.
Tanpa menunggu kegentingan, bila kita rasa korupsi
bisa ditangani lewat satu hal, maka mulai saja dengan
problem itu. Misalnya, kita mulai mewacanakan agar
parpol dibiayvai negara, atau bila tidak mungkin, agar
ada aturan korupsi untuk swasta. ®

A. Setyo Wibowo
dosen STF Drivarkara, Jakarta

Red.: Naskah ini pernah disampaikan dalam
Studium Generale di Fakultas Teologi Universitas
Sanata Dharma pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam
rangka memberi penghormatan kepada

Dr. Haryatmoko.
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